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 Abstrak: Urgensi penelitian ini menyoroti perlunya solusi yang efektif untuk 

mengurangi kerentanan warga Kota Makassar terhadap risiko bencana 

banjir, yang secara konsisten mengakibatkan dampak signifikan terhadap 

kehidupan dan keamanan masyarakat terdampak. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan mitigasi risiko bencana 

banjir yang telah diterapkan di Kota Makassar dan mengidentifikasi faktor-

faktor penghambat utama dalam implementasinya, termasuk merumuskan 

kebijakan adaptif yang responsif terhadap tantangan tersebut. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data bersumber 

dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh 

kemudian di kodekan dengan Nvivo 12 Plus. Temuan ini menunjukkan 

bahwa efektivitas kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar 

masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya koordinasi antara 

pemerintah, pengembang, dan masyarakat, serta penegakan hukum yang 

tidak konsisten terkait alih fungsi lahan. Keterbatasan infrastruktur drainase 

yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi 

tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan adaptif yang 

responsif, mencakup peningkatan kerjasama lintas sektor, penegakan hukum 

yang lebih tegas, pemeliharaan infrastruktur, dan program sosialisasi yang 

lebih inklusif. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat meningkatkan 

ketahanan Kota Makassar terhadap ancaman banjir di masa depan. 

Abstract:  The urgency of this research highlights the need for effective solutions to reduce 

the vulnerability of Makassar City residents to the risk of flood disasters, which consistently 
result in significant impacts on the lives and security of affected communities. The aim of 

this research is to evaluate the effectiveness of flood disaster risk mitigation policies that 

have been implemented in Makassar City and identify the main inhibiting factors in their 

implementation, including formulating adaptive policies that are responsive to these 

challenges. This research uses a qualitative approach with data collection sourced from 

interviews, documentation and observations. The data obtained was then coded with Nvivo 

12 Plus. These findings indicate that the effectiveness of flood disaster risk mitigation 

policies in Makassar City is still hampered by several factors, including weak coordination 

between the government, developers and the community, as well as inconsistent law 

enforcement regarding land conversion. Inadequate drainage infrastructure and lack of 

public awareness are also challenges. To overcome this problem, responsive adaptive 

policies are needed, including increased cross-sector cooperation, stricter law 
enforcement, infrastructure maintenance, and more inclusive socialization programs. This 

holistic approach is expected to increase the resilience of Makassar City to the threat of 

flooding in the future. 
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PENDAHULUAN  

Bencana banjir yang sering terjadi di Kota Makassar menunjukkan dampak yang signifikan terhadap 

warga setempat. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada awal tahun 2023, 

tercatat sebanyak 1.366 jiwa terdampak bencana banjir (Anirwan & Haris, 2023). Angka tersebut 

menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir di kota tersebut. Bahkan, pada awal 

tahun 2024, situasinya masih belum membaik, dengan 482 warga yang terdampak dan terpaksa mengungsi 

akibat banjir yang kembali melanda (Fatir, 2024). Hal ini menekankan urgensi upaya penanggulangan 

bencana dan mitigasi risiko yang lebih efektif di Kota Makassar untuk melindungi warga dari ancaman 

banjir yang berulang. 

Secara umum, bencana banjir memiliki dampak yang luas dan seringkali merugikan (Mostafizur 

Rahman et al., 2023). Selain mengakibatkan kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur (Yang et al., 

2023), banjir juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan melalui hilangnya sumber daya, 

kerusakan properti, dan gangguan terhadap kegiatan bisnis (Bernhofen et al., 2023). Selain itu, bencana 

banjir juga membawa dampak sosial dan kesehatan yang serius, seperti pengungsi, gangguan pada layanan 

kesehatan (Pradhan et al., 2022), peningkatan risiko penyakit menular (Mat Jan et al., 2023), dan trauma 

psikologis pada korban (Nöthling et al., 2024). Di samping itu, banjir juga dapat mempengaruhi 

keberlanjutan lingkungan, dengan mengakibatkan pencemaran air dan tanah, hilangnya habitat alami, dan 

kerusakan ekosistem (Lee et al., 2023).  

Upaya penanggulangan bencana dan mitigasi risiko banjir melibatkan serangkaian langkah proaktif 

untuk mengurangi dampak negatif banjir. Ini termasuk pembangunan infrastruktur tahan banjir, seperti 

bendungan, tanggul, dan saluran air yang baik (Ogie et al., 2018). Selain itu, penyuluhan dan edukasi 

kepada masyarakat tentang perilaku hidup yang aman dan adaptasi terhadap banjir juga penting (Rahat et 

al., 2024). Pemantauan cuaca yang cermat dan sistem peringatan dini yang efektif juga diperlukan untuk 

memberi tahu warga sebelum banjir terjadi (Islam et al., 2024). Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, 

dan masyarakat juga diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi penanggulangan bencana 

yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengurangi kerentanan tetapi juga meningkatkan 

kapasitas adaptasi masyarakat terhadap ancaman banjir (Avoyan, 2022). 

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan dalam upaya mitigasi risiko bencana banjir meliputi 

berbagai aspek yang kompleks. Salah satunya adalah perubahan iklim yang dapat meningkatkan frekuensi 

dan intensitas banjir (Malik et al., 2023). Selain itu, pembangunan yang tidak terkendali dan tidak 

terencana di daerah rawan banjir juga menjadi tantangan serius (Sanjrani Manzoor et al., 2022). Kurangnya 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi risiko bencana dan kurangnya partisipasi aktif dari 

masyarakat dalam perencanaan dan implementasi strategi mitigasi juga merupakan faktor yang 

memperumit upaya mitigasi risiko banjir (Charalambous et al., 2018). Tidak adanya koordinasi yang 

efektif antara berbagai pihak terkait serta keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun teknis, juga 

menjadi kendala dalam upaya mitigasi risiko bencana banjir (McMartin et al., 2018). Oleh karena itu, 
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mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak, 

termasuk pemerintah (Brata et al., 2024). 

Mitigasi risiko bencana banjir juga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk 

anggaran yang mencukupi untuk mendukung program dan strategi mitigasi secara efektif. Kurangnya 

alokasi anggaran sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti 

bendungan, saluran drainase, dan tanggul yang memadai. Selain itu, keterbatasan anggaran juga membatasi 

pelaksanaan program edukasi dan pelatihan mitigasi risiko bagi masyarakat serta penyediaan peralatan 

teknis yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana (Danhassan et al., 2023; Miao et al., 2021). 

Dengan anggaran yang memadai, pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan perencanaan dan 

implementasi strategi mitigasi berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah rawan banjir. Oleh karena itu, 

penting untuk mengintegrasikan mitigasi risiko banjir sebagai prioritas dalam alokasi anggaran daerah, 

guna menciptakan pendekatan yang berkelanjutan dan efektif dalam mengurangi dampak bencana banjir. 

Mitigasi risiko bencana banjir memiliki peran penting dalam meminimalkan dampak sosial dan 

ekonomi yang dapat timbul akibat bencana tersebut. Dampak sosial berupa terganggunya kehidupan 

masyarakat, kehilangan tempat tinggal, serta dampak psikologis pada korban banjir dapat diminimalisir 

dengan penerapan strategi mitigasi yang efektif, seperti edukasi masyarakat dan pembangunan 

infrastruktur tahan banjir. Dari sisi ekonomi, banjir sering kali menyebabkan kerugian besar, termasuk 

kerusakan aset, hilangnya mata pencaharian, serta terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah terdampak 

(Lin et al., 2019). Oleh karena itu, mitigasi risiko banjir tidak hanya bertujuan untuk mengurangi 

kerentanan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keberlanjutan 

pembangunan daerah. Dengan demikian, investasi dalam mitigasi risiko banjir, termasuk melalui 

pembangunan infrastruktur, alokasi anggaran yang memadai, dan penguatan kapasitas adaptasi 

masyarakat, merupakan langkah strategis untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif terhadap 

berbagai dampak negatif banjir. 

Dalam merumuskan pendekatan pemecahan masalah terkait mitigasi risiko bencana banjir di Kota 

Makassar, pendekatan holistik dan terpadu menjadi prinsip utama. Pertama, perlu dilakukan analisis 

menyeluruh terhadap kebijakan dan langkah-langkah mitigasi risiko bencana banjir yang telah diterapkan 

sebelumnya di Kota Makassar, termasuk evaluasi terhadap efektivitas dan kelemahan implementasi. 

Analisis ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, studi 

akademis, dan informasi lapangan dari masyarakat terdampak. Selanjutnya, dilakukan identifikasi faktor-

faktor penghambat utama yang menghambat keberhasilan kebijakan mitigasi risiko bencana banjir. Ini 

termasuk mengevaluasi kendala-kendala teknis, finansial, sosial, dan kelembagaan yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan. 

Berdasarkan hasil analisis ini, dirumuskan strategi pemecahan masalah yang adaptif dan berorientasi 

pada solusi, termasuk rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi. Ini 

mungkin melibatkan penyempurnaan kebijakan yang ada, pengembangan program-program pelatihan dan 
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penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta penguatan kerjasama antar lembaga dan 

sektor dalam implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana banjir. Selain itu, strategi pemecahan 

masalah ini juga akan menekankan pentingnya memperhitungkan faktor perubahan iklim dan membangun 

ketahanan adaptif yang lebih baik di masa depan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan dapat 

diciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi risiko bencana banjir di Kota 

Makassar, serta meningkatkan ketahanan kota terhadap ancaman banjir di masa mendatang. 

Meskipun ada banyak studi yang mengkaji masalah mitigasi risiko bencana banjir, tapi masih minim 

ditemukan hasil studi yang menganalisis kasus ditingkat lokal seperti di Kota Makassar, terutama menilai 

kasus banjir pada 2023-2024. Pemecahan masalah yang diusulkan oleh pengusul memiliki keunggulan 

signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dalam konteks mitigasi risiko bencana banjir. 

Pertama, pengusul menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan 

infrastruktur, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan aspek sosial dalam mitigasi 

risiko bencana. Keberagaman pendekatan ini memungkinkan integrasi yang lebih baik antara strategi 

mitigasi yang sudah ada dengan inovasi baru, meningkatkan efektivitas keseluruhan kebijakan. Selain itu, 

pengusul mengusulkan penerapan metode penelitian yang komprehensif, termasuk analisis menyeluruh 

terhadap faktor-faktor penghambat dan strategi adaptif yang responsif terhadap perubahan lingkungan. 

Dengan demikian, pemecahan masalah yang diusulkan tidak hanya memperhitungkan kondisi saat ini 

tetapi juga mempersiapkan Kota Makassar untuk menghadapi tantangan bencana banjir di masa depan 

dengan lebih baik. 

Selain minimnya penelitian yang secara khusus menganalisis kasus mitigasi risiko bencana banjir di 

tingkat lokal seperti di Kota Makassar, terdapat juga kekurangan dalam penelitian yang mencakup 

rekomendasi kebijakan adaptif. Penelitian sebelumnya cenderung kurang mengeksplorasi strategi 

kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan kondisi sosial yang berubah 

dengan cepat. Rekomendasi Kebijakan Adaptif sangat penting dalam konteks mitigasi risiko bencana 

banjir di Kota Makassar mengingat kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam faktor-faktor penyebab 

banjir, seperti urbanisasi yang cepat dan perubahan iklim. Pengembangan kebijakan yang adaptif akan 

memungkinkan pemerintah Kota Makassar untuk mengantisipasi dan merespons perubahan kondisi 

lingkungan serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana banjir secara efektif. Dengan demikian, 

penelitian ini juga mengarah pada identifikasi, analisis, dan pengembangan rekomendasi kebijakan adaptif 

yang cocok untuk Kota Makassar akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengisi celah 

pengetahuan yang ada dan memperkuat kerangka kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di tingkat lokal. 

Hal ini membantu membangun pondasi yang kokoh bagi kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan 

berkelanjutan dalam menghadapi tantangan bencana banjir yang mungkin terjadi di masa depan. 

Dalam konteks evaluasi dan rekomendasi kebijakan adaptif untuk mitigasi risiko bencana banjir di 

Kota Makassar, dua pertanyaan utama yang muncul adalah: Pertama, bagaimana efektivitas kebijakan 

mitigasi risiko bencana banjir yang telah diterapkan di Kota Makassar dalam menghadapi perubahan pola 
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banjir yang semakin kompleks dan meningkatnya frekuensi bencana banjir? Kedua, faktor apa yang 

menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota 

Makassar, dan bagaimana pengembangan kebijakan adaptif yang responsif terhadap tantangan tersebut 

dapat dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap ancaman banjir di masa depan? Dengan 

memperhatikan kedua pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan 

yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar. 

Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang mendalam terhadap kasus banjir di Kota Makassar 

pada periode 2023-2024, dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko bencana banjir. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang 

umumnya terbatas pada evaluasi infrastruktur teknis atau kebijakan nasional, penelitian ini mengeksplorasi 

tingkat lokal dengan analisis terhadap faktor penghambat, dinamika sosial, dan perubahan lingkungan 

spesifik di Kota Makassar. Kesenjangan utama yang diisi oleh penelitian ini adalah kurangnya kajian yang 

memberikan rekomendasi kebijakan adaptif berbasis lokal yang responsif terhadap urbanisasi cepat dan 

dampak perubahan iklim di wilayah perkotaan. Dengan mengembangkan kerangka kebijakan yang lebih 

adaptif dan berkelanjutan, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi bagi tantangan saat ini, tetapi juga 

mempersiapkan Kota Makassar untuk menghadapi ancaman banjir di masa depan dengan strategi yang 

lebih efektif dan kontekstual. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi pengumpulan data melalui sumber-

sumber primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang 

kompleksitas mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar. Sumber data akan diperoleh melalui 

wawancara dengan pemangku kepentingan utama, seperti pejabat pemerintah, ahli lingkungan, dan aktivis 

masyarakat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, untuk 

mendapatkan pandangan langsung tentang tantangan dan strategi mitigasi yang ada. Selain itu, analisis 

dokumentasi dilakukan untuk memahami peraturan, kebijakan, dan dokumen terkait lainnya yang 

berkaitan dengan mitigasi risiko bencana banjir. Observasi langsung juga dilakukan untuk memperoleh 

wawasan tentang praktik dan kondisi lapangan terkait bencana banjir di Kota Makassar. Integrasi dari 

metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang 

tantangan serta solusi dalam mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar. Data yang berhasil 

dikumpulkan kemudian dipindahkan ke dalam alat analisis Nvivo 12 Plus. Alat ini berguna dalam 

mengolah data penelitian kualitatif dengan memetakan kecenderungan tema-tema yang muncul. NVivo 12 

Plus adalah perangkat lunak analisis data kualitatif yang memungkinkan peneliti mengelola, menganalisis, 

dan menemukan wawasan dari data teks, audio, video, dan multimedia secara efisien (Salahudin et al., 

2020). Dalam penelitian ini, data yang ditampilkan menggunakan NVivo 12 Plus mencakup hasil transkrip 

wawancara, dokumen kebijakan, serta peta tematik yang menggambarkan pola dan hubungan antar 
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kategori analisis. Hasil penelitian yang telah diolah tersebut kemudian divaliditasi dengan melakukan 

trianggulasi data penelitian. Hasil penelitian kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar perlu diuraikan karena 

perubahan pola banjir yang semakin kompleks dan meningkatnya frekuensi bencana menuntut penilaian 

yang komprehensif terhadap kebijakan yang ada. Situasi ini menunjukkan adanya kerentanan atas risiko 

bencana banjir di Kota Makassar (Isman, 2021). Kota Makassar menghadapi tantangan serius akibat 

urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan pengalihan fungsi lahan yang memperburuk kerentanan 

terhadap banjir (Rusnaedy et al., 2021). Peningkatan frekuensi bencana memerlukan respons yang adaptif 

dan berkelanjutan. Adapun efektifitas kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar berfokus 

pada beberapa aspek krusial, dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Efektifitas kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar 

Sumber: Dianalisis oleh penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2024 

Saat ini, pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur drainase dan sistem pengendalian banjir 

di Kota Makassar, seperti pembangunan kanal dan peningkatan kapasitas saluran air, merupakan langkah 

penting dalam mengurangi risiko banjir. Pembangunan ini bertujuan untuk mengendalikan aliran air dan 

mencegah genangan yang merugikan masyarakat. Namun, meskipun inisiatif ini sudah berjalan, perubahan 

iklim yang mengakibatkan pola curah hujan lebih intens dan tidak menentu menuntut penyesuaian lebih 

lanjut. Infrastruktur yang ada sering kali belum cukup untuk menampung volume air yang meningkat 

secara drastis. Saluran-saluran air yang tersumbat oleh sampah dan sedimentasi juga memperburuk situasi, 

sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fisik 

saja tidak cukup tanpa adanya perawatan rutin dan penyesuaian teknologi yang sesuai dengan proyeksi 

curah hujan masa depan. 

Meski demikian, pengembangan infrastruktur ini masih memiliki beberapa kelemahan dalam 

implementasi. Pertama, proyek drainase dan kanal sering kali tidak terkoordinasi secara baik dengan 

rencana tata ruang yang berkelanjutan. Pembangunan di daerah resapan air yang beralih fungsi menjadi 
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kawasan pemukiman atau industri turut memperburuk dampak banjir, meskipun infrastruktur sudah 

ditingkatkan. Kedua, ketergantungan pada solusi infrastruktur fisik saja mengabaikan pendekatan non-

struktural seperti edukasi masyarakat, pengelolaan risiko, dan sistem peringatan dini yang bisa 

memperkuat ketahanan kota terhadap banjir. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk 

memastikan bahwa infrastruktur ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, dengan 

kombinasi solusi teknis dan manajerial yang lebih terintegrasi. 

Penerapan teknologi peringatan dini dan pemantauan di Kota Makassar, seperti penggunaan sensor 

cuaca dan sistem informasi geospasial, telah memberikan manfaat dalam mengantisipasi bencana banjir. 

Teknologi ini memungkinkan deteksi dini perubahan cuaca ekstrem, sehingga masyarakat dan pihak 

berwenang memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Salah satu keunggulan sistem ini adalah 

kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai data dari sensor cuaca, curah hujan, dan aliran sungai, 

sehingga prediksi banjir dapat lebih akurat. Namun, efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada 

kecepatan penyampaian informasi serta kesiapan sistem respons darurat untuk bergerak dengan cepat dan 

tepat sasaran. Meskipun telah membantu dalam menurunkan risiko banjir, sistem peringatan dini ini masih 

perlu diperbaiki dalam hal distribusi informasi, terutama kepada komunitas yang paling rentan. 

Meski demikian, implementasi teknologi peringatan dini ini terletak pada keterbatasan integrasi data 

antar lembaga terkait dan kurangnya pemanfaatan teknologi secara maksimal di lapangan. Beberapa 

wilayah masih kesulitan mendapatkan informasi peringatan banjir secara real-time, terutama di daerah 

yang akses teknologinya terbatas. Selain itu, kesiapan respons darurat di tingkat lokal juga sering kali tidak 

sinkron dengan informasi yang diterima, sehingga waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk evakuasi 

atau tindakan preventif menjadi terbuang. Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa pengembangan sistem 

ini harus mencakup pelatihan intensif bagi petugas lapangan dan peningkatan infrastruktur teknologi yang 

lebih merata. Penggunaan aplikasi berbasis masyarakat untuk menyebarkan informasi secara langsung juga 

bisa menjadi solusi untuk mempercepat distribusi informasi dan respons yang lebih efektif. 

Kebijakan tata ruang yang mengatur penggunaan lahan di Kota Makassar berperan penting dalam 

mitigasi risiko banjir, terutama di daerah yang rawan bencana. Salah satu tantangan utama adalah alih 

fungsi lahan yang tidak terkontrol, di mana urbanisasi yang cepat mengakibatkan kawasan resapan air 

berubah menjadi area pemukiman atau komersial. Perubahan ini mengganggu siklus alami air, 

menyebabkan meningkatnya risiko banjir, terutama di musim hujan. Meskipun pemerintah telah 

menetapkan aturan tata ruang, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten, terutama di tengah tekanan 

pembangunan dan investasi. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah lokal, 

pengembang, dan masyarakat, masih belum maksimal, sehingga dampak perubahan fungsi lahan terhadap 

banjir tidak dapat diantisipasi dengan baik. 

Evaluasi kebijakan ini menunjukkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat untuk 

mengontrol alih fungsi lahan secara ketat. Banyak pengembang yang mengabaikan ketentuan tata ruang 

demi keuntungan jangka pendek, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. 
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Kebijakan tata ruang juga harus lebih terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang 

memperhatikan kapasitas lingkungan, terutama dalam menjaga area resapan air dan hutan kota. Selain itu, 

pendekatan tata ruang yang lebih inklusif, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pakar 

lingkungan, akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, penyesuaian kebijakan ini dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi risiko 

banjir di masa depan. 

Kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir dan mitigasi bencana merupakan kunci dalam 

mengurangi dampak bencana di Kota Makassar. Program sosialisasi dan pelatihan tanggap darurat yang 

dilakukan oleh pemerintah setempat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan mampu 

melakukan tindakan preventif, seperti membuat saluran air sendiri atau merespon dengan cepat saat terjadi 

banjir. Namun, efektivitas program ini masih terbatas, karena tidak semua lapisan masyarakat terlibat 

secara aktif, terutama di wilayah yang rentan tetapi kurang akses terhadap informasi atau pelatihan. 

Evaluasi terhadap program-program ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan 

berkelanjutan. Program yang ada harus mencakup pendidikan sejak dini, menggunakan media yang mudah 

diakses seperti aplikasi smartphone atau platform digital, dan melibatkan komunitas lokal secara langsung 

dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, pelatihan perlu dilakukan secara rutin, bukan hanya 

saat musim hujan, agar masyarakat selalu waspada dan memahami tindakan mitigasi yang tepat. 

Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta juga penting untuk memastikan keberlanjutan 

program, serta menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan anak-

anak. Dengan peningkatan kesadaran yang menyeluruh, masyarakat akan lebih siap menghadapi risiko 

banjir dan dampaknya bisa dikurangi secara signifikan. 

Efektivitas kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar juga menunjukkan beberapa 

upaya signifikan namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Pengembangan 

infrastruktur drainase dan sistem pengendalian banjir sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya mampu 

menahan curah hujan yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim. Sistem teknologi peringatan dini telah 

membantu dalam antisipasi bencana, namun memerlukan peningkatan integrasi data dan distribusi 

informasi yang lebih cepat. Selain itu, tata ruang yang mengatur penggunaan lahan memerlukan penegakan 

hukum yang lebih tegas untuk mencegah alih fungsi lahan yang memperburuk risiko banjir. Kesadaran 

masyarakat tentang mitigasi bencana juga masih terbatas, sehingga program sosialisasi dan pelatihan perlu 

lebih sistematis dan berkelanjutan. Ikut memperkuat koordinasi antar pihak dan meningkatkan keterlibatan 

masyarakat, kebijakan mitigasi ini dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan banjir di masa depan. 

Pemerintah Kota Makassar telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengembangkan 

infrastruktur drainase, sistem pengendalian banjir, serta teknologi peringatan dini untuk mengurangi risiko 

bencana banjir. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan keterbatasan integrasi 

data masih perlu ditangani dengan lebih baik. Implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan 
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kolaboratif, yang melibatkan berbagai sektor dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

mitigasi risiko bencana banjir di masa depan, menciptakan kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan 

terhadap perubahan lingkungan yang terus berkembang (Haris et al., 2023; Karinda & Baharuddin, 2024) . 

Studi ini lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 

mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar, hal ini dilihat pada hasil pemetaan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana banjir 

di Kota Makassar 

Sumber: Dianalisis oleh penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2024 

Salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota 

Makassar adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Ketidakselarasan 

ini menyebabkan kebijakan tidak terlaksana secara optimal, terutama dalam hal tata ruang dan 

pengendalian alih fungsi lahan. Banyak proyek pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek 

lingkungan, sehingga memperburuk risiko banjir. Selain itu, kurangnya sinergi antar lembaga terkait dalam 

hal penyebaran informasi dan tindakan mitigasi, seperti sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan darurat, 

turut menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Akibatnya, langkah-langkah mitigasi yang sudah 

direncanakan tidak sepenuhnya mampu mengatasi masalah banjir, dan masyarakat yang seharusnya 

menjadi garda terdepan dalam mitigasi bencana sering kali tidak terinformasi dengan baik. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kebijakan adaptif yang responsif perlu dirumuskan guna 

meningkatkan ketahanan Kota Makassar terhadap ancaman banjir di masa depan. Pendekatan ini harus 

mencakup pengembangan tata kelola yang lebih baik dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, 

melibatkan semua pemangku kepentingan dari tahap perencanaan hingga implementasi (Avoyan & 

Meijerink, 2021). Kebijakan adaptif harus responsif terhadap perubahan iklim dengan memasukkan 



24    JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 13, No. 1, Maret 2025                                                              16-30                                                             

 

proyeksi risiko jangka panjang dalam setiap rencana pembangunan, serta memperbarui infrastruktur sesuai 

dengan tantangan masa depan (Wu et al., 2024). Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas teknologi 

untuk pemantauan dan peringatan dini, didukung dengan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar 

mereka lebih siap menghadapi potensi banjir (Perera et al., 2020). Melalui kebijakan yang adaptif dan 

terintegrasi, ketahanan kota terhadap ancaman banjir dapat ditingkatkan secara signifikan. 

Salah satu faktor penghambat lainnya dalam mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar adalah 

penegakan hukum yang tidak konsisten, terutama terkait alih fungsi lahan. Banyak kawasan resapan air 

yang seharusnya dilindungi berubah fungsi menjadi lahan pemukiman atau komersial karena lemahnya 

pengawasan dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran tata ruang. Pengembang sering kali 

mengabaikan aturan tata ruang demi keuntungan jangka pendek, sementara dampak jangka panjang 

terhadap lingkungan tidak diperhitungkan. Situasi ini memperburuk risiko banjir, karena hilangnya daerah 

resapan air mempercepat aliran air permukaan, sehingga kapasitas drainase kota tidak mampu menahan 

debit air yang meningkat, terutama saat musim hujan. 

Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan kebijakan yang lebih tegas dan adaptif diperlukan guna 

meningkatkan penegakan hukum dalam pengelolaan tata ruang dan alih fungsi lahan. Pemerintah harus 

memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan tata ruang, 

serta memastikan bahwa setiap pembangunan baru mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan 

(Poku-Boansi et al., 2020). Kebijakan adaptif ini juga harus melibatkan pengawasan yang lebih ketat dan 

partisipasi masyarakat untuk memantau potensi pelanggaran, serta memperkuat mekanisme evaluasi 

lingkungan secara berkelanjutan (Oukes et al., 2022). Selain itu, perlu adanya upaya untuk 

mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kapasitas lingkungan, seperti 

menjaga kawasan resapan air sebagai bagian dari mitigasi risiko banjir jangka panjang (Rustinsyah et al., 

2021). Dengan demikian, penegakan hukum yang lebih konsisten dan kebijakan yang adaptif akan 

membantu melindungi Kota Makassar dari risiko banjir yang semakin kompleks. 

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi 

kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar. Infrastruktur drainase yang ada sering kali tidak 

mampu menampung curah hujan yang semakin tinggi, terutama karena sistem yang ada tidak dirancang 

untuk menghadapi intensitas hujan akibat perubahan iklim. Selain itu, kurangnya perawatan rutin terhadap 

saluran drainase menyebabkan sedimentasi dan penyumbatan, yang memperburuk kapasitas aliran air. 

Sampah yang menyumbat saluran juga menjadi masalah serius, sehingga air hujan tidak bisa mengalir 

dengan lancar dan menimbulkan genangan yang lebih parah di berbagai wilayah kota (Anirwan & Haris, 

2023). 

Pengembangan kebijakan adaptif yang responsif terhadap tantangan infrastruktur ini sangat diperlukan 

untuk meningkatkan ketahanan Kota Makassar terhadap banjir. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan 

yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga pada peningkatan dan 

pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Ini termasuk pengelolaan sedimentasi dan program kebersihan 
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saluran air secara berkala, serta penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mengelola curah hujan yang 

tinggi (Meena et al., 2021; Suwarno et al., 2020). Kebijakan ini harus diintegrasikan dengan proyeksi iklim 

masa depan, agar infrastruktur yang dibangun atau diperbaiki mampu menahan potensi banjir yang lebih 

besar (Baharuddin et al., 2022; Haris et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan 

saluran air juga perlu didorong sebagai bagian dari pendekatan holistik untuk memperkuat sistem 

pengendalian banjir. 

Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi 

kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh 

pemerintah belum menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di daerah yang paling rentan terhadap 

bencana banjir. Sebagai akibatnya, banyak warga yang belum memahami langkah-langkah preventif atau 

tanggap darurat yang perlu diambil ketika banjir terjadi. Hal ini menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan 

masyarakat dan meningkatkan risiko kerugian materi maupun korban jiwa saat banjir melanda. Untuk 

menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan adaptif yang berfokus pada peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam mitigasi bencana (Ishiwatari et al., 2020; Ryan et al., 2020). Pemerintah dapat 

mengembangkan program sosialisasi yang lebih inklusif, melibatkan media digital, komunitas lokal, serta 

mengedepankan edukasi mitigasi bencana sejak dini di sekolah-sekolah (Ogie et al., 2022; Shah et al., 

2020). Selain itu, perlu ada sistem pelatihan rutin yang menjangkau masyarakat di wilayah rawan banjir, 

agar kesadaran dan kesiapsiagaan mereka meningkat (Righi et al., 2021). Kerjasama lintas sektor antara 

pemerintah, LSM, dan sektor swasta juga bisa dioptimalkan untuk menciptakan program edukasi dan 

pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Avoyan & Meijerink, 2021; Hu et al., 2022). Dengan 

begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi ancaman banjir di masa 

depan. 

 

PENUTUP  

Efektivitas kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota Makassar menunjukkan bahwa meskipun 

terdapat upaya signifikan dalam pengembangan infrastruktur drainase, penerapan teknologi peringatan 

dini, dan pengaturan tata ruang, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat implementasinya. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana banjir di Kota 

Makassar terhambat oleh beberapa faktor utama, termasuk lemahnya koordinasi antara pemerintah, 

pengembang, dan masyarakat, serta penegakan hukum yang tidak konsisten terkait alih fungsi lahan. Selain 

itu, keterbatasan infrastruktur drainase yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang 

langkah-langkah mitigasi juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan 

kebijakan adaptif yang responsif, mencakup peningkatan kerjasama lintas sektor, penegakan hukum yang 

lebih tegas, pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, serta program sosialisasi yang lebih inklusif dan 

edukatif bagi masyarakat. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan Kota 

Makassar terhadap ancaman banjir di masa depan. Selain itu, evaluasi kebijakan mitigasi risiko bencana 
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banjir di Kota Makassar juga menunjukkan pentingnya integrasi teknologi berbasis data dalam mendukung 

pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Penggunaan sistem informasi geospasial dan analisis 

data yang lebih komprehensif dapat membantu mengidentifikasi area rawan banjir, memantau 

perkembangan curah hujan, serta merancang solusi yang lebih adaptif. Dengan demikian, penguatan sistem 

informasi yang berkelanjutan akan mendukung pengelolaan risiko bencana yang lebih terarah dan 

responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan, memperkuat upaya mitigasi risiko bencana banjir secara 

menyeluruh. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang mungkin tidak mencakup 

seluruh perspektif pemangku kepentingan, serta keterbatasan dalam generalisasi temuan yang diperoleh 

dari wawancara dan observasi di lokasi tertentu. Selain itu, data yang dikumpulkan dapat dipengaruhi oleh 

bias subjektif dari informan dan keterbatasan akses ke informasi yang relevan. Rekomendasi untuk 

penelitian ke depan mencakup pengembangan metode campuran yang menggabungkan data kualitatif dan 

kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas kebijakan mitigasi risiko 

bencana banjir. Penelitian juga dapat memperluas cakupan lokasi studi untuk mengakomodasi variasi 

dalam konteks sosial dan lingkungan di berbagai daerah di Kota Makassar. Selanjutnya, penting untuk 

melakukan penelitian longitudinal guna mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang 

diterapkan serta perubahan perilaku masyarakat terhadap mitigasi risiko banjir. 
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